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NOMOR :  11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah, maka sektor kesehatan menjadi kewenangan penuh dari
Daerah Otonom sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya pengaturan,
pembinaan dan pengawasan;

b. bahwa dengan adanya kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas,
maka Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi sumber daya kesehatan
secara lebih aktif untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya;

c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas,
maka diperlukan adanya peningkatan kinerja dari aparat Pemerintah Daerah
serta biaya yang memadai yang berkaitan dengan operasional sektor kesehatan
tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan pungutan dari
masyarakat yang dikaitkan dengan peningkatan pelayanan yang diberikan;

d. bahwa untuk mengingat begitu penting dan strategisnya sektor kesehatan
tersebut di atas maka dengan tetap berpijak pada arah kebijakan kesehatan
nasional maka penyelenggaraan sumber daya kesehatan di Kota Bandung perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan
Wilayah/Negara);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
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3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6018);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3692);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek
Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3366);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953;

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyelidikan terhadap Pelanggaran
Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
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16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota
Bandung;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan Kota Bandung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

c. Walikota adalah Walikota Bandung;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
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e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang
berwenang dibidang Penyelenggaraan Kesehatan dan mendapat pendelegasian
dari Walikota;

f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung;

g. Kesehatan adalah kesehatan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

h. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan
Pelayanan Kesehatan secara Menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di
Wilayah Kerja tentu dalam bentuk usaha-usaha pokok;

i. UPTD Laboratorium adalah fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dan
Diagnostik;

j. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit
dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan
upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan
rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian;

k. Rumah Sakit Pemerintah dapat berupa Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah, terdiri dari Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus
antara lain Rumah Sakit jiwa, Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru dan lain-
lainnya;

l. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar
sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya;

m. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat untuk jenis penyakit tertentu atau berdasarkan
disiplin ilmu tertentu;

n. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai
jenis Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis dan atau
tenaga lainnya kepada penderita;

o. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan berupa
pelayanan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup
pelayanan medik dan penunjang medik;

p. Pengobatan adalah Upaya penyembuhan penyakit yang diberikan oleh dokter
atau oleh tenaga kesehatan lain yang berwenang sesuai dengan profesinya yang
ditunjuk untuk menjalankan pelayanan medis, tindakan medis dan lainnya yang
ada hubungannya dengan penyembuhan penyakit;

q. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya
tanpa tinggal di ruang rawat inap;
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r. Rawat inap adalah Pengobatan atau Perawatan dengan Menginap di Rumah
Sakit Bersalin atau Klinik Bersalin serta Rumah Sakit Umum Daerah;

s. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang
harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko
kematian atau cacat;

t. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan
pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;

u. Tindakan medik non operatif adalah tindakan non pembedahan;

v. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan
kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi
medik dan atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur
kurang dari satu hari;

w. Pelayanan medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya
penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit
gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di
Rumah Sakit;

x. Rujukan Medik adalah pengiriman pasien dari dokter atau pelayanan kesehatan
lain ke Rumah Sakit atau mengirim ke Institusi pelayanan lain;

y. Rujukan Swasta adalah kiriman dari Dokter dan atau Pelayanan Kesehatan
Swasta;

z. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakan
diagnosa yang terdiri dari Laboratorium Pathologi Klinik, Laboratorium
Pathologi Anatomi, Radiologi dan Alat Elektromedik;

aa. Rehabilitasi Medis adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk Pelayanan
Fisioterapi, occupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan
jasa fisiologi serta rehabilitasi lainnya;

bb. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah
Sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;

cc. Konsultasi medik adalah, konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis
maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal
penanganan kasus penyakit;

dd. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk
konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya;

ee. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan
kepetingan hukum;
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